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ABSTRACT 

 

The Weekend Land Service Program (PELATARAN) is a public service 

innovation launched by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial 

Planning/National Land Agency (ATR/BPN) to provide easier access to land 

administration services outside regular working days. This study aims to examine 

the impact of the PELATARAN program on improving land registration services 

at the Surabaya City Land Office 1, as well as the challenges and solutions 

encountered during its implementation. 

His research uses a descriptive qualitative method, with data collected through 

observation, interviews, and document studies. The results show that the 

PELATARAN program facilitates public access to land services, particularly for 

those unavailable during weekdays, including services such as application 

submission, document inquiries, and certificate collection. 

The results showed that the program contributed to a significant increase in 

service requests, especially in its second year of implementation. However, a 

decline in usage was observed in the following year due to issues such as limited 

public awareness and technical system constraints. Staff also faced challenges, 

including additional workloads and delayed data entry into the land system. The 

study recommends improving public outreach, optimizing the land information 

system (KKP), and providing clear informational guides to enhance the 

effectiveness of the PELATARAN program. 

Keywords: Public service, land registration, PELATARAN. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendaftaran tanah adalah proses administratif yang dilakukan untuk 

mencatatkan kepemilikan atau hak atas tanah dalam suatu sistem pendaftaran 

tanah yang berlaku di negara atau wilayah tertentu (Avivah dkk., 2022). 

Tujuan utama dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian 

hukum mengenai status hak atas tanah, yang mencakup identifikasi pemilik, 

batas-batas tanah, serta hak-hak terkait lainnya seperti hak sewa, hak pakai, 

dan hak tanggungan. Dengan adanya pendaftaran tanah, diharapkan dapat 

mengurangi sengketa atau klaim kepemilikan yang tidak jelas, serta 

memberikan perlindungan hukum bagi pemilik tanah (Widodo & Halim, 

2022). Proses pendaftaran tanah melibatkan verifikasi fisik dan administratif 

yang dilakukan oleh instansi yang berwenang, yaitu Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) di Indonesia untuk memastikan bahwa data yang tercatat 

akurat dan sah. 

Pendaftaran tanah wajib dilakukan oleh masyarakat Indonesia, namun 

masih ada masyarakat yang tidak melakukan pendaftaran tanah. Kurangnya 

kesadaran hukum merupakan salah satu alasan masyarakat Indonesia tidak 

melakukan pendaftaran tanah (Taolin dkk., 2024). Menurut Agustina dkk 

(2020), alasan lain mengapa masih terdapat masyarakat di Indonesia yang 

enggan melakukan pendaftaran tanah adalah dikarenakan biaya yang cukup 

tinggi dan proses pendaftaran tanah yang rumit. Alasan-alasan ini menjadi 

masukan bagi kantor pertanahan di berbagai daerah. Oleh karena itu, 

pemerintah meluncurkan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan 

(PELATARAN) untuk mempermudah masyarakat dalam pendaftaran tanah.  

Di Indonesia, masalah pendaftaran tanah masih berlangsung, karena masih 

banyak masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dalam melakukan 

pendaftaran tanah. Masyarakat mempunyai hak untuk memiliki tanah yang 
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dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti membangun rumah, usaha, 

pertanian, dan lainnya (Sari, 2020). Kepemilikan tanah memberikan hak dan 

akses bagi individu atau keluarga untuk memanfaatkannya sesuai dengan 

kebutuhan, baik untuk keperluan pribadi, hunian, maupun kegiatan ekonomi.  

Status kepemilikan tanah tersebut diakui secara sah oleh negara, setiap pemilik 

tanah diwajibkan untuk melakukan pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan 

Pemerintah tentang pendaftaran tanah nomor 24 tahun 1997 (Widodo & 

Halim, 2022). Pendaftaran tanah bertujuan untuk mencatatkan kepemilikan 

serta hak-hak terkait atas tanah tersebut dalam sistem pendaftaran tanah yang 

berlaku. Proses pendaftaran tanah penting untuk memberikan kepastian hukum 

bagi pemilik tanah, menghindari sengketa kepemilikan, serta melindungi hak-

hak masyarakat dalam penggunaan atau pengalihan tanah tersebut (Apriani & 

Bur, 2020). Oleh karena itu, meskipun masyarakat memiliki hak untuk 

menggunakan tanah, masyarakat perlu memastikan bahwa tanah yang dimiliki 

terdaftar secara resmi untuk mendapatkan perlindungan hukum yang 

maksimal. 

Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik pada Pasal 1 butir (1), dijelaskan bahwa pelayanan publik merupakan  

suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan layanan yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi 

setiap warga negara dan penduduk. Layanan ini mencakup berbagai macam 

barang, jasa, dan pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan Publik ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dalam rangka 

mewujudkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kualitas hidup, serta 

memberikan kepastian hukum.   

Program PELATARAN atau Pelayanan Tanah Akhir Pekan adalah suatu 

program yang diluncurkan oleh pemerintah atau lembaga untuk memberikan 

pelayanan publik terkait administrasi pertanahan di luar jam kerja biasa, yaitu 

pada akhir pekan (Nuraini & Habiburahman, 2023). Program ini bertujuan 

untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang kesulitan 
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mengurus administrasi pertanahan pada hari kerja biasa. Dengan adanya 

program PELATARAN, masyarakat dapat mengurus berbagai keperluan 

administratif  pertanahan, seperti pengurusan sertifikat tanah, pendaftaran, atau 

perubahan data pertanahan pada waktu yang lebih fleksibel (Muslikan, 2023). 

Program ini telah diterapkan di beberapa daerah di Indonesia, dengan tujuan 

untuk meningkatkan layanan publik, mengurangi antrian, dan memastikan 

bahwa proses administrasi pertanahan dapat dilakukan dengan lebih efisien. 

Program PELATARAN diharapkan dapat meningkatkan pelayanan 

pendaftaran tanah di Indonesia. Peningkatan kualitas layanan ini berpotensi 

memfasilitasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban hukum terkait 

kepemilikan tanah, sehingga dapat mengurangi kendala atau hambatan 

administratif yang sering menyebabkan rendahnya partisipasi dalam proses 

pendaftaran tanah. Selain itu, pelaksanaan Program PELATARAN pada akhir 

pekan memberikan keuntungan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan 

waktu pada hari kerja, karena mereka dapat mengurus pendaftaran tanah pada 

hari libur, seperti Sabtu dan Minggu.  

Setelah dikeluarkan Surat Edaran Nomor 14/SE/HK.02/VII/2022 yang 

mengatur tentang pelaksanaan  Pelayanan Tanah Akhir Pekan, yang 

merupakan inovasi untuk memberikan layanan pertanahan pada hari Sabtu dan 

Minggu di lingkungan Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional. Program PELATARAN diterapkan di berbagai kantor pertanahan di 

Indonesia, sebanyak 107 kantor pertanahan telah menjalankan program ini 

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti Banjarmasin, 

Lampung, Yogyakarta, Denpasar, Pontianak, Surabaya dan lain sebagainya. 

Salah satu daerah di Indonesia yang termasuk baru melaksanakan program 

PELATARAN adalah Surabaya. Program PELATARAN di Surabaya baru 

dilaksanakan pada tahun 2022. Sebagai kota yang baru melaksanakan program 

PELATARAN, kantor pertanahan di Surabaya tentu menemui kendala-kendala 

dalam pelaksanaan program PELATARAN tersebut. Berdasarkan hasil 

observasi yang sudah dilakukan peneliti, banyak masyarakat yang 
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menggunakan program ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah pengunjung 

yang hadir untuk mendaftarkan tanah.  

Program PELATARAN diimplementasikan dengan memberi kesempatan 

bagi pemohon yang tidak dapat mengajukan permohonan pendaftaran tanah di 

hari kerja. Dengan demikian Program ini dilaksanakan pada akhir pekan yang 

bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat yang bekerja agar 

tetap dapat mendaftarkan tanahnya di luar hari kerja. Berdasarkan data Badan 

Pusat Statistik, jumlah penduduk Surabaya mencapai 3,01 juta jiwa, dengan 

1,56 juta jiwa di antaranya merupakan tenaga kerja, atau sekitar setengah dari 

total populasi. Banyaknya jumlah pekerja di Surabaya menjadikan 

pelaksanaan Program PELATARAN semakin penting, mengingat tingginya 

jumlah masyarakat yang menjadi sasaran program ini. 

Berdasarkan hasil penelitian, yang telah dilakukan, peneliti memperoleh 

berbagai informasi terkait dengan proses pelaksanaan program PELATARAN 

di Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1. Informasi tersebut mencakup 

mengenai bagaimana proses pelaksanaan program PELATARAN di Kantor 

Pertanahan yaitu Kantor Kota Surabaya 1. Selain itu, peneliti juga 

mendapatkan informasi terkait kendala yang dihadapi oleh pegawai dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya selama berlangsungnya program PELATARAN 

tersebut, serta mengetahui dampak pada peningkatan pelayanan pendaftaran 

tanah di Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1, dan peneliti memilih Kantor 

Pertanahan Kota Surabaya 1 sebagai lokasi penelitian adalah karena tingginya 

jumlah pekerja di wilayah Surabaya, yang menjadikan pelaksanaan Program 

PELATARAN semakin relevan dan penting, juga menemukan manfaat yang 

dirasakan oleh masyarakat yang mengikuti program PELATARAN. 

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka peneliti mengajukan 

judul penelitian yaitu Dampak Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan 

(PELATARAN) Terhadap Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Tanah di 

Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang, rumusan masalah yang akan 

diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana dampak Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) 

terhadap peningkatan pelayanan pendaftaran tanah dan manfaat bagi 

pemohon PELATARAN di Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi pegawai Kantor Pertanahan Kota 

Surabaya 1 terhadap Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) 

dan bagaimana solusinya? 

 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, terdapat 

beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dampak Pelayanan Tanah Akhir Pekan 

(PELATARAN) terhadap peningkatan pelayanan pendaftaran tanah 

dan manfaat bagi pemohon PELATARAN di Kantor Pertanahan 

Kota Surabaya 1. 

b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pegawai Kantor 

Pertanahan Kota Surabaya 1 terhadap Pelayanan Tanah Akhir Pekan 

(PELATARAN) dan menemukan solusinya. 

2. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis. Manfaat-

manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi 

terhadap pengembangan ilmu di bidang pertanahan. Hal ini relevan 

mengingat masih terbatasnya penelitian terkait pelayanan tanah akhir 

pekan atau PELATARAN. Selain itu, hasil penelitian ini dapat 

dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti topik 

serupa. 
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b. Manfaat Praktis 

Bagi Kementerian yang bergerak di bidang pertanahan seperti 

ATR/BPN, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam menciptakan inovasi yang efektif demi  kepentingan 

pelayanan publik serta meningkatkan layanan percepatan 

pendaftaran tanah. Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat, 

karena penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan 

memberikan informasi mengenai program PELATARAN serta 

dampaknya. 
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BAB VII  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan data tiga tahun terakhir, program layanan PELATARAN 

menunjukkan dampak yang cukup signifikan, pada tahun 2023 terjadi 

peningkatan permohonan hingga 200%. Namun terjadi penurunan sebesar 

34% pada tahun 2024 yang menunjukkan  dampaknya belum sepenuhnya 

berkelanjutan. Penurunan ini terjadi karena masih kurangnya sosialisasi 

lanjutan, kendala teknis, dan inovasi layanan.  Selain itu PELATARAN di 

Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 memberikan manfaat nyata bagi 

masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu di 

hari kerja.  

2. Pelaksanaan layanan PELATARAN di Kantor Pertanahan Kota Surabaya 

1 masih menghadapi kendala , yaitu minimnya pemohon yang datang. Hal 

ini berdampak pada semangat kerja pegawai dan kurang efisiennya 

penggunaan fasilitas kantor. Dua penyebab utama kendala ini adalah masih 

kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan sistem KKP yang belum bisa 

memproses berkas pada hari Sabtu dan Minggu. Untuk mengatasinya, 

perlu dilakukan dua hal penting yaitu meningkatkan sosialisasi melalui 

media sosial, pembagian brosur, dan kegiatan seperti Car Free Day agar 

masyarakat lebih tahu tentang layanan ini, serta mengembangkan sistem 

KKP agar bisa memproses berkas secara otomatis di akhir pekan. 

 

B. Saran 

1. Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 disarankan untuk lebih aktif dalam 

mensosialisasikan program PELATARAN agar masyarakat semakin 

mengenal dan memahami layanan ini. Sosialisasi bisa dilakukan melalui 

media sosial seperti Instagram, Facebook, Tiktok dan YouTube dengan 

cara membuat konten menarik, seperti video penjelasan singkat, jenis 

layanan yang diterima, gambar  infografis, dan testimoni dari masyarakat 
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yang sudah pernah menggunakan layanan PELATARAN. Selain itu, 

informasi tentang PELATARAN juga bisa disebarkan lewat brosur di 

tempat-tempat umum, misalnya saat Car Free Day, agar masyarakat bisa 

bertanya langsung dan memahami prosesnya dengan lebih jelas. Akan 

lebih baik lagi jika disediakan brosur atau leaflet tentang PELATARAN di 

ruang tunggu kantor. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat akan lebih 

memahami manfaat dan cara menggunakan layanan PELATARAN, 

sehingga jumlah pemohon pun dapat meningkat dan pelayanan pertanahan 

menjadi lebih efektif. 

2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

(ATR/BPN) disarankan untuk melakukan peningkatan dan pengembangan 

sistem layanan elektronik KKP, sehingga kedepannya sistem tersebut 

dapat diakses secara lebih fleksibel oleh petugas untuk masyarakat, 

termasuk pada hari Sabtu dan Minggu. Pengembangan ini bertujuan untuk 

mendukung keberlangsungan layanan PELATARAN dan pelayanan 

berbasis digital lainnya yang tetap berjalan optimal di luar hari kerja, guna 

meningkatkan kualitas layanan publik dan memperluas jangkauan waktu 

akses bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja 

biasa. 

3. Disarankan agar program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) 

tetap dilanjutkan karena dapat memudahkan masyarakat, khususnya 

mereka yang tidak memiliki waktu di hari kerja, program ini juga 

sebaiknya diperluas agar bisa menjangkau lebih banyak masyarakat. 

Sehingga dengan adanya program ini, pelayanan di bidang pertanahan 

dapat menjadi lebih adil, merata, dan berkualitas, sehingga secara 

keseluruhan dapat meningkatkan mutu pelayanan publik. 
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